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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

UU Nomor. 3 Tahun 2024 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus sebuah urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat desa yang 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa, sebagai entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum masa 

kolonial, di mana prinsip pemerintahan berasal dari asalnya, sesuai dengan 

karakteristik sosial dan ekonomi serta kebutuhan dari rakyatnya. Desa, tidak hanya 

terbatas pada unit geografis dengan jumlah penduduk yang tertentu, tetapi juga 

suatu wilayah, di mana sekelompok orang budaya mencakup sistem politik dan 

ekonomi yang otonom (Bintarto R. , 1989), serta memiliki batas wilayah tertentu 

dan kekuasaan hukum yang dikepalai oleh seorang kepala desa.  Desa dapat 

dikatakan sebagai hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan 

lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut adalah suatu wujud  yang ditimbulkan 

oleh unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi 

dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain (Bintarto R. , Desa-Kota, 1986). 

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya mengenai “Otonomi Desa“ 

menyatakan bahwa, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hal asal-usul bersifat istimewa (Widjaja, 2003).  Dalam 

hal ini, otonomi desa harus sejalan dengan adanya prinsip tata pemerintahan yang 
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baik (Good Governance), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban 

untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, serta menyalurkan 

informasi keuangan daerah kepada publik guna mewujudkan akuntabilitas dan 

transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk 

mendorong penguatan kapasitas pemerintahan desa, salah satunya melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dalam pengelolaan keuangan 

desa. Dengan demikian, kewenangan dan kemandirian desa tidak hanya menjadi 

simbol otonomi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai indikator keberhasilan 

desentralisasi fiskal di tingkat lokal. 

Kewenangan dan kemandirian desa ditujukan guna meningkatkan efektivitas 

pelayanan serta memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola 

keuangan desa dan mencari sumber pendapatan desa yang sah, dengan kemandirian 

desa yang semakin tinggi, maka desa semakin mampu membiayai pengeluarannya 

sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat. Selain itu desa dapat berkontribusi pada 

pendapatan daerah dan mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini 

yang menjadi tolak ukur kinerja keuangan desa yang positif. Kinerja keuangan desa 

yang positif mengindikasikan kemandirian keuangan desa dalam pengelolaan 

kebutuhan desa dan hal tersebut mendukung pelaksanaan otonomi dan 

desentralisasi pada desa (Ramli 2020). 

Keuangan Desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai  berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 
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hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa antara lain mengelola pendapatan, 

belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa, dengan tanggung jawab yang 

besar tersebut maka keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia 2018). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan anggaran desa dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik dan memenuhi nilai-nilai efisiensi dan 

efektivitas penggunaan anggaran. Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan 

desa yang optimal, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada desa 

untuk mengelola berbagai sumber pendapatan yang berasal dari transfer daerah. 

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam RPJMDes dan RKPDes. Dalam hal 

ini, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musrenbangdes secara partisipatif. 

Dalam hal ini, meskipun sistem Musrenbangdes dirancang sebagai mekanisme 

partisipatif, proses perencanaan desa sering kali hanya menjadi simbolis karena 

keputusan fiskal tetap dikendalikan oleh pusat. Hal ini menciptakan ketimpangan 

antara perencanaan partisipatif di tingkat desa dan struktur fiskal yang top down 

dari pusat (World Bank, 2018). Menurut Permendagri Nomor 114 tahun 14 pasal 4 

RPJMDesa adalah perencanaan untuk jangka 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan 

peraturan desa. Namun, meskipun RPJMDes dan RKPDes bersifat resmi, dalam 

praktiknya seringkali tidak menjadi acuan utama dalam pencairan dana desa karena 

alokasi sudah ditentukan oleh pusat melalui pertimbangan politis (Baihaqi. Ratih 

Pelita Sari, 2017).  
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Dalam pandangan desentralistik, pemerintah desa seharusnya diberi 

kewenangan yang luas untuk menentukan arah pembangunan dan belanja keuangan 

berdasarkan RPJMDes dan RKPDes yang pemerintah desa susun sendiri. 

Pendekatan ini diyakini mampu mendorong pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun dalam kenyataannya, peran strategis 

tersebut sering terhambar oleh kebijakan fiskal pusat yang bersifat sentralistis, di 

mana Kementerian Keuangan dan DPR RI masih memegang kendali utama dalam 

alokasi Dana Desa dalam APBN (Mariana, 2020). Menurut UU Nomor 17 Tahun 

2003 tentang keuangan negara, DPR masih memiliki kekuasaan konstitusional 

untuk menyetujui APBN, termasuk besaran dan pola distribusi transfer ke daerah. 

Dalam hal ini, membuka ruang terjadinya politik anggaran yang transaksional, di 

mana alokasi fiskal tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan pembangunan desa, 

tetapi dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional dan daerah. Meskipun terdapat 

dinamika politik dalam proses penganggaran di tingkat pusat, pada dasarnya hukum 

di Indonesia tetap menempatkan desa sebagai subjek otonom yang memiliki hak 

untuk merencanakan dan mengelola keuangannya sendiri.  

Sebagaimana amanat UU, desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana 

desa berupa dana transfer daerah yang diberikan oleh daerah, dengan beberapa jenis 

dana desa yaitu DAU, Dana Hibah, Dana Desa dan ADD. DAU adalah dana yang 

dialokasikan kepada setiap daerah di Indonesia setiap tahunnya dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai suatu kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ginting, 2019). Dana Hibah 

merupakan pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada 
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pemerintah daerah lainnya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat dan serta tidak 

secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah memberikan hibah sesuai kemampuan 

daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, pemberian dana hibah 

ini juga ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran pada program dan kegiatan 

pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas 

dan manfaat bagi masyarakat daerah (Peraturan BPK RI 2015).  

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk desa yang akan 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Chasanah, Rosyadi, and 

Kurniasih 2017). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh 

pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang diterima oleh daerah (Irfan and Rinaldi Syahputra 2022). 

Dalam hal ini keuangan desa yang diterima oleh desa harus dikelola berdasarkan 

asas transparan dan disiplin anggaran. Pada tahun 2024, Alokasi Dana Desa 

berjumlah Rp. 71 Triliun yang terdiri dari, Rp. 69 triliun untuk Dana desa reguler, 

dan Rp. 72 triliun untuk insentif atau tambahan dana desa yang diberikan atas 

kinerja pada tahun berjalan. Dana desa yang telah disalurkan dikelola oleh Kepala 

Desa sebagaimana APBDes yang merupakan rencana keuangan tahunan yang 

disepakati oleh musyawarah desa (Aurindah and Arham 2024). 

Dalam faktor pengelolaan dan pelaporan dana desa, terdapat sejumlah 

masalah terutama dalam penyusunan laporan keuangan desa. Pada tahun 2016 
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sampai 2017 terdapat 110  kasus korupsi dana desa yang membuat kerugian negara 

mencapai 30 Miliar yang dilakukan oleh kepala desa dengan modus dugaan 

penyimpangan anggaran. Hal tersebut terjadi karena kurangnya keterlibatan 

masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengawasan dalam pertanggungjawaban 

pengelolaan dan pelaporan dana desa, tidak hanya itu minimnya pemahaman 

pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sumber masalah 

penyelewengan keuangan desa tersebut (Indonesia Coruption Watch, 2017). 

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Pemerintah Daerah, diperlukan alat monitoring dan evaluasi berupa SIKD  agar 

kebijakan desentralisasi fiskal dapat berlangsung secara tepat sasaran, yang 

merupakan pengajuan SIKD meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

pengawasan keuangan desa secara elektronik terhadap pengelolaan keuangan desa. 

Selain itu, aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah juga dapat digunakan 

sebagai alat dalam menjaga akuntabilitas pelaporan, serta pertanggungjawaban 

penggunaan dana TKDD oleh Pemerintah Daerah. Hal ini diperlukan mengingat 

APBN yang disalurkan untuk belanja daerah, khususnya TKDD setiap tahunnya 

terus meningkat (Isti’anah and Eko Setiyo Utomo 2023). 

Dalam penyelenggaraan SIKD terdiri dari SIKD Nasional dan SIKD Daerah. 

SIKD Nasional adalah salah satu sumber data, dalam hal ini SIKD awalnya untuk 

melakukan evaluasi atas kinerja keuangan desa dalam menghitung skor alokasi 

kinerja, namun bertransformasi sebagai data awal dalam melakukan pengawasan 

terkait dana desa yang di mana sebagai data yang membandingkan dari aplikasi 

OMSPAN, dengan demikian prosesnya pada tahun 2024 STRANAS PK 
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merekomendasikan agar data tersebut juga dimanfaatkan sebagai sumber 

pengawasan di luar Kementerian Keuangan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri 

yang diatur dalam perjanjian kerja sama antar Kementerian Keuangan, 

Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. SIKD Nasional sebagai sistem penyusunan 

keuangan daerah yang telah disampaikan pemerintah pusat, suatu kebijakan 

keuangan daerah, mengevaluasi kinerja keuangan daerah, menyusun kebutuhan 

statistik keuangan, menyajikan informasi keuangan, serta mendukung penyediaan 

informasi sistem informasi keuangan daerah. SIKD Daerah mendukung 

penyelenggaraan SIKD Nasional sebagai sarana penyediaan informasi data, 

menyampaikan informasi data tepat waktu, menyiapkan aturan terkait SIKD di 

daerah, menyiapkan infrastruktur pendukung SIKD, dan menyiapkan sumber daya 

manusia untuk memudahkan pengiriman informasi data dari pemerintah daerah ke 

pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan , 2019).  

Salah satu aplikasi yang saat ini digunakan oleh Kementerian Keuangan 

dalam pelaporan alokasi dana desa adalah SIKD Teman Desa. SIKD Teman Desa 

diluncurkan pada tahun 2020. Aplikasi tersebut dibuat guna membantu proses 

penyedia data transaksi dan penyederhanaan pelaporan data bulanan pemda. Dari 

keseluruhan pemda di Indonesia pada tahun 2012 kabupaten/kota yang berjumlah 

524, saat ini terdapat 361 atau (68,89%) Pemda yang telah menggunakan SIKD, 

namun demikian masih terdapat 163 Pemda (31,11%) yang belum diketahui secara 

pasti menggunakan sistem yang digunakan pada pelaporan keuangan daerah. 

Aplikasi tersebut dinilai sangat efektif  dalam penyampaian laporan keuangan 

daerah, namun demikian masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi 
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tersebut karena kurangnya sarana dan prasarana, ketidakmampuan pemerintah 

daerah dalam penggunaan sistem tersebut (Budiriyanto 2013). 

Sistem informasi keuangan daerah terdiri dari sejumlah sistem yang tersebar 

pada beberapa lembaga. Kementerian Dalam Negeri memiliki sistem aplikasi 

SISKEUDES, aplikasi tersebut sebagai alat bantu kerja pemerintah desa dalam 

meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel, efektif, efisien, dan 

transparan, Sementara Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan 

mengembangkan aplikasi yaitu, SIKD Teman Desa sebuah aplikasi terintegrasi 

yang digunakan untuk menghimpun data dan laporan keuangan desa yang 

disampaikan oleh pemerintah desa secara terpadu dan terintegrasi secara elektronik 

yang menyesuaikan regulasi di bidang pengelolaan keuangan desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (Good Governance). Dalam hal ini, 

maka SISKEUDES dan SIKD Teman Desa sangat berbeda, SISKEUDES 

merupakan aplikasi tata kelola keuangan desa, sedangkan SIKD Teman Desa 

merupakan alat pelaporan Data keuangan desa berupa APBDes yang terdiri dari 

Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Hibah dan lainnya yang disampaikan desa melalui 

pemda ke Kementerian Keuangan. 

Permenkeu Nomor 145 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Dana Desa 

menjelaskan siklus pengawasan saat pelaporan keuangan daerah meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan 

evaluasi dalam keuangan desa dalam sistem aplikasi. Perencanaan dana desa saat 

dimulai kabupaten/kota mengusulkan pelaporan pelaksanaan APBDes pada enam 

bulan tahun pertama kepada bupati/walikota melalui Kementerian Desa dengan 
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menggunakan sistem aplikasi SIKD Teman Desa yang dibuat Kementerian 

Keuangan, apabila kabupaten/kota tidak dapat menggunakan aplikasi SIKD Teman 

Desa maka dalam pelaporan dilakukan secara manual melalui camat.  

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 terkait pengawasan pengelolaan 

keuangan desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa akan dilakukan oleh 

APIP yaitu inspektorat jenderal kementerian di bidang pemerintahan yang memiliki 

kewenangan terkait pengelolaan keuangan desa dalam unit pengawasan lembaga 

pemerintah non Kementerian, Inspektorat daerah provinsi, dan Inspektorat daerah 

kabupaten/kota. Sedangkan Kementerian Keuangan melakukan pengawasan 

pengelolaan keuangan desa secara nasional, yang dilakukan adalah berikut 

sosialisasi, pelatihan, pembimbingan, serta penguatan pengawasan berbasis 

masyarakat. 

Proses pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kementerian, 

serta akan dilakukan pemeriksaan investigatif yang akan dilakukan oleh APIP 

Kementerian dan APIP Daerah menghasilkan hasil pengawasan pengelolaan 

keuangan desa wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur paling lama 60 hari. Dengan 

demikian, APIP Kementerian dan APIP Daerah akan melakukan penelaah sesuai 

dengan rekomendasi dan kewenangan masing-masing, maka dari itu, setelah 

laporan keluar pihak yang melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa 

harus melakukan perbaikan dan akan dilaporkan kembali. Dalam hasil pengawasan 

pengelolaan keuangan desa Kementerian, Inspektorat Kementerian sampai daerah 

akan memberikan hasil penelaah dan rekomendasi, apabila dalam hal pengawasan 

pengelolaan desa belum ditindaklanjuti maka Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 
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Wakil Bupati, Wali kota, serta perangkat daerah akan dikenakan sanksi 

administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Penelitian ini akan mengkaji pola bentuk dan capaian fungsi pengawasan 

terhadap penggunaan dana desa melalui ketersediaan sistem informasi keuangan 

khususnya melalui SIKD Teman Desa yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. 

SIKD diharapkan menjadi implementasi prinsip Good Governance dengan 

pemanfaatan teknologi sebagaimana amanat regulasi yang ada. Namun demikian 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya pemanfaatan teknologi itu masih menjadi 

tantangan karena terdapat kendala dalam pelaporan keuangan daerah berbasis 

aplikasi.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Alokasi dana desa setiap tahunnya meningkat pada tahun 2020-2023, akan 

tetapi pada tahun 2020, alokasi dana desa melalui Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2020 sebesar Rp.72 triliun, Tahun 2022 Rp. 68 triliun, dan Tahun 2023 Rp. 

70 triliun. Sebagaimana Keputusan Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 

2024 alokasi dana desa adalah sebesar Rp. 72 triliun yang dibagikan kepada 15.124 

desa. Pembagian ADD didasarkan atas kriteria kinerja pemerintah desa dan kriteria 

penghargaan desa dari kementerian negara maupun lembaga (DataIndonesia.id, 

2023). 
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Grafik 1.1 Perkembangan Dana Desa di Indonesia 

  
Sumber: Kementerian Keuangan 

Pemerintah menetapkan IDM guna mengukur keberhasilan pembangunan desa 

yang berkelanjutan, maka pemerintah desa menetapkan IDM disusun dengan skala 

0 s.d 5 dalam klasifikasi status desa, yang dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Klasifikasi Skala Status Desa (Satrio Pangarso Wisanggeni, 2025) 

Status Desa 2021 2022 2023 2024 

Desa sangat tertinggal  4.985 4.982 4.382 4.363 

Desa Tertinggal  12.177 9.584 6.803 6.100 

Desa Berkembang 38.086 33.902 28.751 24.532 

Desa Maju 15.321 20.249 23.029 23. 063 

Desa Mandiri 3.278 6.238 11.456 17.203 

Berdasarkan indeks tersebut pada tahun 2023 terdapat 4.382 desa dengan kategori 

sangat tertinggal, 9.151 desa berkembang menjadi 28.751, 23.029 desa maju, dan 

terakhir 11.456 desa mandiri. Jumlah desa berkembang, desa maju, dan desa 

mandiri cenderung meningkat dibandingkan pada tahun 2021 (Putra, 2024). Namun 

demikian, masih terdapat sejumlah desa yang mengalami penyaluran dana desa 

yang tidak merata dan tidak tepat dalam pembangunan desa tersebut, bahkan 

Kementerian Keuangan mendapati bahwa pemerintah daerah yang 

menyalahgunakan keuangan dana desa. 
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Pada tabel di atas menjelaskan bahwa status desa berubah, akan tetapi ditahun 

2024 desa sangat tertinggal dan tertinggal turun tetapi tidak signifikan masih 

terdapat 4.363 dan 6.100, meskipun ada penurunan jumlah desa sangat tertinggal 

dan tertinggal berkurang masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan pembina 

dari Kemendes PDTT dan Kementerian Keuangan dalam hal pengawasan. Ini 

menunjukkan  bahwa penurunan yang tidak signifikan bisa disebabkan oleh 

berbagai faktor salah satu implikasi karena pengelolaan keuangan desa yang tidak 

tepat dan menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, dana desa yang diberikan oleh 

pemerintah pusat untuk pembangunan sering kali diselewengkan atau tidak sasaran. 

Hal ini disebabkan oleh kurangnya aparatur desa yang tidak memiliki latar belakang 

mengenai keuangan dan tidak memahami bagaimana mengelola keuangan dengan 

baik (PuskoMedia Indonesia, 2025). 

Dalam hal ini, pemerintah sudah memiliki sistem aplikasi yang membantu 

mengoptimalkan pengawasan pengelolaan keuangan desa, dengan kata lain SIKD 

Teman Desa mempunyai peran penting dalam upaya pengawasan terhadap 

penggunaan keuangan desa untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Namun, ada beberapa kendala yang membebani pemerintah daerah, khususnya 

kurangnya sumber daya perangkat desa dalam penginputan laporan keuangan, 

dalam kurangnya sumber daya perangkat desa terdapat beberapa desa yang 

mempunyai sumber daya perangkat desa yang kurang seperti di sumbawa yang 

masih kurang terampil dalam menggunakan aplikasi tersebut sehingga 

membutuhkan bantuan DPMD (Arham, 2024), tidak hanya itu Kementerian 

Keuangan melihat dari aspek kepatuhan penyampaian tata kelola sebagian besar di 
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daerah timur Indonesia, keadaan jaringan yang kurang memadai sehingga 

menghambat pelaporan keuangan daerah, pembimbingan yang terbatas dalam 

menyampaikan laporan keuangan daerah terlebih terkait sistem informasi. Kendala 

ini juga disadari oleh Kementerian Keuangan yang terkendala dengan kurangnya 

sumber daya manusia yang memberikan pelatihan ke daerah. Padahal penggunaan 

SIKD merupakan hal yang diatur dalam aturan UU.  

Dana Desa sudah disalurkan namun dalam pengelolaannya belum dikelola 

sangat baik, rentan dalam kasus korupsi, tidak sesuai dengan tujuan awal dana desa 

itu disalurkan maka perlu disalurkan sebuah pengawasan, akan tetapi proses 

pengawasan itu pun juga menemui berbagai kendala, oleh sebab itu ada 

pengawasan yang berbasis elektronik seperti yang dilakukan Kementerian 

Keuangan melalui SIKD Teman Desa. Dalam praktiknya ternyata penggunaan 

aplikasi sistem SIKD Teman Desa sebagai pengawasan itu pun juga mempunyai 

masalah, oleh sebab itu riset ini ingin lihat bagaimana pola pengawasan 

Kementerian Keuangan dan apa saja hal–hal yang akan mempengaruhi pengawasan 

tersebut, baik itu pendukung maupun penghambat. 

 

1.3     Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan 

penelitian yang menjadi dalam keseluruhan penelitian ini. Adapun pertanyaan 

penelitian yang dimaksud yaitu: 

1. Bagaimana implementasi penggunaan aplikasi SIKD Teman Desa dalam 

menunjang pengawasan Kementerian Keuangan terhadap Dana desa? 
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2. Apa faktor–faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya prinsip 

pengawasan melalui aplikasi SIKD Teman Desa? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Akademik 

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan suatu arah yang 

tepat bagi peneliti untuk menghindari kesulitan yang mungkin akan terjadi dalam 

proses penelitian, maka dari itu yang menjadi tujuan penelitian tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan aplikasi SIKD Teman Desa 

guna menunjang pengawasan Kementerian Keuangan dalam transfer daerah. 

2. Mengetahui faktor–faktor yang menjadi penghambat dan pendukung 

keberhasilan prinsip pengawasan yang dilakukan Kementerian Keuangan. 

 

1.4.2 Tujuan Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam meraih 

gelar   Sarjana Ilmu Politik (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.  

 

1.5  Signifikan Penelitian 

Penentuan signifikan  guna untuk mengetahui implementasi penggunaan 

aplikasi SIKD Teman Desa dalam pengawasan Kementerian keuangan guna 

transfer daerah adanya akuntabilitas dan transparansi, tidak hanya itu guna 
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mengetahui faktor–faktor yang menjadi penghambat serta pendukung suatu 

keberhasilan pengawasan yang dilakukan Kementerian keuangan. 

 

1.6  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan hasil kajian pustaka terdahulu 

yang relevan dengan fokus penelitian mengenai SIKD yang menjadi rujukan 

penulis sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Peneliti terdahulu 

No Penulis Judul Teori Metode Hasil dan Pembahasan 

1 Fina Fidiastuti 

(Skripsi 2024, 

Universitas 

Islam Negeri 

Raden Mas 

Said. 

Surakarta) 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Keuangan 

Daerah, 

Kompetensi 

Pegawai,  

Pengawasan 

Keuangan Daerah 

dan Pengendalian 

Intern Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Daerah. 

Teori 

Keagenan 

Teori Sistem 

Informasi 

Keuangan 

Daerah, 

Konsep 

Pengawasan 

Keuangan.  

Metode yang 

digunakan 

kuantitatif dan 

menggunakan 

teknik purposive 

sampling. 

Teknik 

pengumpulan 

data yang 

digunakan 

kuesioner.  

Bahwa sistem informasi 

keuangan daerah 

berpengaruh positif 

apabila sistem informasi 

keuangan daerah 

diterapkan dengan baik 

dan benar, sehingga 

mempermudah dalam 

pengelolaan keuangan 

yang terstruktur. 

2 Rayambong 

Sumuang, 

Sitohang dan 

Kariono 

(Jurnal, 2015) 

Implementasi 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 

2010 tentang 

Sistem Informasi 

Keuangan Daerah 

pada Pemerintah 

Kabupaten Dairi. 

Teori 

kebijakan 

publik. 

Metode yang 

digunakan 

deskriptif  

kualitatif dengan  

pendekatan 

induktif. Teknik 

yang digunakan  

survei dan 

observasi. 

Dalam hal ini  bahwa 

keberhasilan Sistem 

Informasi Keuangan 

Daerah pada pemerintah 

Kabupaten Dairi 

dipengaruhi oleh faktor 

sumber daya dan 

disposisi yang belum 

maksimal dilaksanakan 

dengan baik.  

3 Muhammad 

Imam Syairozi, 

Akhlis Priya 

pambudy dan 

Muhammad 

Analisis 

penerapan good 

governance dalam 

Sistem Informasi 

Keuangan 

Daerah. 

Teori Good 

governance 

Metode yang 

digunakan 

Kualitatif dan 

kuantitatif. 

Teknik yang 

Sistem tersebut dapat 

membantu pemerintah 

daerah dalam mengelola 

dan 

mempertanggungjawab

kan keuangan daerah 
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Yaskun 

(Jurnal, 2021) 

digunakan 

observasi. 

secara transparansi dan 

akuntabilitas untuk 

pemerintahan yang baik 

(Good governance). 

Namun dalam 

kenyataannya, sistem 

informasi keuangan 

daerah belum dapat 

diharapkan 

sebagaimana mestinya 

karena rendahnya 

pemerintah daerah. 

4 Fatimah, 

Indrayani 

(Jurnal, 2019) 

Penerapan sistem 

informasi 

keuangan daerah 

sebagai proses 

akuntabilitas 

publik (studi 

kasus kantor 

Badan Pengelola 

Keuangan Daerah 

Kabupaten 

Sidenreng 

Rappang) 

Teori 

Akuntabilitas 

Publik 

Metode yang 

digunakan 

deskriptif 

kualitatif., 

menggunakan 

Teknik Random 

sampling. 

Teknik 

pengumpulan 

data wawancara 

dan dokumentasi 

Dalam hal ini, kantor 

badan pengelolaan 

keuangan daerah terkait 

informasi keuangan 

daerah belum terbuka 

kepada masyarakat, 

masih terbatasnya 

informasi dan sistem 

pengelolaan SIKD 

belum sesuai karena 

SIKD belum 

sepenuhnya membantu 

kepala daerah untuk 

merumuskan 

pengelolaan keuangan 

dan administrasi 

pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan 

yang belum optimal. 

 

Penelitian sebelumnya untuk menganalisa dan memperkaya pembahasan 

penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada efektivitas implementasi SIKD secara 

umum di tingkat daerah atau pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. 

Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji peran Kementerian 

Keuangan dalam melakukan pengawasan dana desa berbasis aplikasi digital SIKD 
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Teman Desa sebagai alat utama dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas 

fiskal di tingkat desa. 

Dalam penelitian ini ditemukan kebaruan lainnya yaitu terletak pada objek 

dan konteks yang diangkat, yaitu aplikasi SIKD Teman Desa yang merupakan 

inovasi digital dari Kementerian Keuangan untuk mengawasi pelaporan keuangan 

desa secara elektronik. Penelitian ini memfokuskan bagaimana aplikasi ini 

diimplementasikan dalam praktik pengawasan, serta menganalisis hambatan dan 

faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas penggunaannya. Fokus terhadap 

aplikasi ini masih sangat terbatas dalam penelitian sebelumnya, sehingga membuka 

ruang baru dalam pengawasan keuangan desa berbasis teknologi. 

 

1.7  Teori dan Konsep  

1.7.1 Good Governance  

Pemerintahan yang baik merupakan isu yang terbaik dalam tuntutan yang 

dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan 

masyarakat dalam era globalisasi. Good governance dapat didefinisikan dalam dua 

aspek, yakni, pertama sebagai nilai yang sangat menjunjung tinggi keinginan 

rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan rakyat dalam pencapaian tujuan 

kemandirian, Pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, sebagai 

aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam melakukan pencapaian 

tujuan nasional (Nazsir, 2003).  
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Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan 

sangat diperlukan, karena hubungan antara pemerintah dengan masyarakat 

merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya reformasi 

birokrasi, pemerintahan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, tetapi masih 

terdapat banyak hambatan seperti praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang 

terjadi di pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mencakup semua 

aspek politik, hukum, ekonomi, sosial dan buaya secara lebih serius, transparan dan 

terarah melibatkan semua komponen (Yunus, 2016). 

Proses pengelolaan pemerintahan yang baik terlibat dalam bidang ekonomi, 

sosial dan politik di suatu negara yang sesuai dengan prinsip–prinsip seperti 

keadilan, kejujuran, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang disebut sebagai 

Good Governance. Dalam prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam 

penyelenggaran pemerintahan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun didaerah 

(Irwan, 2008). Good governance dapat dilihat apakah pemerintah telah berfungsi 

secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. United Nation Development 

Programme (UNDP), untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan 

desentralisasi, pemerintah harus dikelola dengan prinsip Good gorvenance. antara  

lain (Haris, 2022):  

1. Transparansi: dalam Good Governance yang baik, transparansi berarti 

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya pelaporan dan 

pemeriksaan, pelaksanaan, penganggaran, kepercayaan, penyampaian 

pertanggung jawaban. Untuk mencapai pemerintah yang profesional, 

transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, prinsip transparansi harus 

membangun sistem keterbukaan dan akuntabilitas yang efektif. 

2. Akuntabilitas: bertanggung jawab dan melaporkan segala sesuatu. Dalam 

prinsip akuntabilitas untuk pemerintah pusat, khususnya keuangan daerah. 

Pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara akuntabel, serta 



 

30 
Universitas Kristen Indonesia 

   

memastikan bahwa keuangan daerah digunakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan melaporkan secara tepat sasaran. 

3. Partisipasi masyarakat: semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk 

berpartisipasi dalam proses kebijakan, pemerintahan dan bermasyarakat. 

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk proyek pembangunan dan 

perencanaan desa. 

4. Penegakan hukum: (Rule of Law), penegakan hukum dalam pemerintahan 

yang baik harus dilaksanakan secara adil dan tanpa sebelah mata, dan harus 

mematuhi sepenuhnya aturan hukum tentang hak asasi manusia. Tanpa 

penegakan hukum yang tegas, tidak akan kehidupan yang demokratis, tetapi 

melainkan anarki. Oleh karena itu, membangun hukum yang kuat dan 

berkualitas tinggi merupakan langkah pertama menuju pemerintahan yang 

baik.  

5. Responsif: dalam Good governance perlu memiliki responsif yang tanggap 

terhadap keluhan stakeholder. 

6. Berorientasi Konsensus: dalam pemerintahan yang baik pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan 

melaksanakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. 

7. Keadilan: Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan untuk 

memperoleh keadilan untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidup 

masyarakatnya. 

8. Efektivitas dan Efisiensi: Pemerintahan yang baik membutuhkan efektivitas 

dan efisiensi dalam setiap proses. Namun, sektor yang menjalankan 

operasinya secara monopoli menghadapi terkanan untuk efektivitas dan 

efisiensi. 

9. Visi Strategis: Memiliki tujuan strategis adalah bagian dari Good 

Governance. Tanpa tujuan ini,  negara mungkin tidak visi jangka panjang dan 

visi jangka pendek. Dalam. Pemimpin memiliki legitimasi politik yang kuat 

untuk mengontrol suatu perubahan. 

Prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan 

supremasi hukum diperlukan untuk mewujudkan Good Governance. Pengawasan 

adalah prinsip yang sangat penting diterapkan untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan dan pengelolaan keuangan publik dilakukan sesuai dengan tujuan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pengawasan dapat didefinisikan 

sebagai proses menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat dicapai 

dengan melakukan kegiatan yang sudah direncanakan. (Reksohadiprojo, 2003).  

Good Governance mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang kuat untuk 

menjamin akuntabilitas aktor pemerintahan terhadap publik (UNDP, 1997). 
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Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengembangkan SIKD Teman Desa 

untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan 

desa yang dilakukan secara digital dan terintegrasi. Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan betapa pentingnya 

sistem informasi dalam mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan 

keuangan desa. 

Penerapan prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitasm 

efektivitas, dan partisipasi publik, menurut adanya sistem pemerintahan yang 

adaptif terhadap dinamika teknologi informasi. Dalam konteks inilah Cyber 

Government atau E-Government menjadi relevan, karena memungkinkan integrasi 

teknologi digital ke dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi 

layanan publik, mempercepat proses administrasi, serta memperluas akses 

partisipatif masyarakat. Cyber Government atau E-Government tidak hanya 

menjadi sarana teknis, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan nilai-nilai 

Good Governance melalui sistem informasi yang terintegrasi, terbuka dan 

akuntabel. Dalam hal ini, berkembangnya Cyber Goverment atau E-Government 

mengakibatkan adanya tantangan besar yang harus dihadapi antara lain bagaimana 

menciptakan dan menentukan kanal akses digital (maupun elektronik yang efektif 

dipergunakan oleh masyarakat dan pemerintah (Kencono, (2017).  

Dengan berkembangnya cyber government atau E-government, instrumen 

pengawasan dalam sistem pemerintahan mengalami perubahan yang sangat 

signifikan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pengawasan yang 

lebih sistematis, transparan, dan tepat waktu terhadap berbagai aktivitas 
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pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, cyber 

government atau E-government memperkuat peran pengawasan sebagai salah satu 

pilar penting dalam menjamin akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan 

dalam pelaksanaan kebijakan publik. 

Pengawasan didefinisikan secara konseptual sebagai suatu proses untuk 

mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan standar yang 

ditelah ditetapkan (Siagian, 2001). Pengawasan yang efektif terhadap laporan 

keuangan pemerintah diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga 

pemerintah, sehingga semua kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan 

prosedur, baik bersifat preventif, pengendalian maupun represif dapat diperbaiki 

(Maulana, 2019). Menurut (McCubbins & Schwartz, 1984) mengenai pengawasan 

oleh lembaga politik dikategorikan dalam 2 model yaitu, model Fire Alarm dan 

Police Patrol:  

1. Fire Alarm pengawasan sangat kurang atau tidak tersentralisasi, dan tidak 

melibatkan intervensi secara aktif dan langsung oleh lembaga, namun 

menerapkan sistem aturan dan prosedur, serta aturan informal yang 

memungkinkan warga dan organisasi maupun kelompok kepentingan untuk 

memeriksa atau menilai secara langsung sebuah kebijakan atau keputusan 

pemerintah.  

2. Police Patrol pengawasan lebih aktif, langsung dan terpusat. Dengan inisiatif 

dalam mengawasi kegiatan birokrasi, dengan tujuan untuk menemukan dan 

mengurangi penyimpangan dalam birokrasi dengan berbagai cara. 

Pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus untuk memperoleh 

pemahaman tentang aspek tertentu dari perencanaan yang sedang dilaksanakan. 

Dalam hal ini, sudah jelas bahwa pengawasan yang baik akan berfungsi sebagai 

evaluasi dari rencana yang dibuat, pada dasarnya pengawasan akan menghasilkan 

kesimpulan akhir dan dapat digunakan untuk evaluasi. Selain itu pengawasan yang 

baik juga akan membantu membangun sistem pengawasan dini (early warning 
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system) untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang telah 

dibuat (Nugroho, 2009).  

Dalam hal ini, pengawasan merupakan tindak lanjut dari beberapa fungsi 

manajemen yang lain, dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi akhir 

manajemen. Oleh karena itu, pengawasan tercakup beberapa hal, antara lain 

(Wijayanti, 2008): 

1. Penentuan  “apa” yang harus dicapai atau dituju oleh suatu organisasi atau 

lembaga. 

2. Penentuan “apa” yang harus dipegang sebagai pedoman standar. 

3. Penelaahan “apa” yang sedang dilakukan dan penganalisisan lebih lanjut. 

4. Penentuan yang “apa” yang akan diambil sebagai langkah perbaikan apabila 

kegiatan yang ditemukan menyimpang dari rencana yang telah dibakukan 

dalam standar. 

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, menegaskan bahwa pentingnya pengawasan dari berbagai pihak 

bagian dari sistem check and balance dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan 

demikian, pengawasan merupakan instrumen penting dalam implementasi good 

governance, terutama dalam konteks pemerintahan desa yang membutuhkan sistem 

kontrol yang adaptif dan partisipatif. 

 

1.7.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik 

Salah satu proses kebijakan publik (public policy process) yang paling 

penting adalah implementasi kebijakan publik. Bersifat sangat penting  karena 

tujuan suatu kebijakan tidak dapat dicapai jika tidak dipersiapkan dan direncanakan 

dengan baik dalam implementasinya. Sebaliknya, jika tujuan kebijakan dapat 

dicapai dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan 

juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan (Winarno, 2016).  
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Menurut teori George C. Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat faktor atau variabel, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. 

Gambar 1.1 Implementasi Kebijakan Publik Teori George C. Edward III 

 
Sumber: (Mulyono, 2009) 

1. Komunikasi. George C. Edward III mengatakan bahwa komunikasi adalah 

komponen yang memengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan. Untuk 

implementasi yang efektif, para pembuat keputusan (implementators) harus 

tahu apa yang mereka lakukan. Keputusan ini harus berjalan dengan baik, 

akurat dan pelaksana harus dapat memahaminya. Petunjuk pelaksanaan 

kebijakan tidak hanya harus dipahami tetapi juga harus jelas sehingga 

pelaksana tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.  

2. Sumber daya. Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, 

jelas dan dipahami, implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil jika 

implementor tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan 

implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya dalam implementasi 

kebijakan publik terdiri dari berupa sumber daya manusia, informasi, 

wewenang, dan fasilitas. Sumber daya sangat penting untuk 

mengimplentasikan kebijakan yang efektif, namun apabila tidak ada sumber 

daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.  

3. Disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan komponen penting 

dalam melihat suatu kebijakan publik. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus 

tahu apa yang akan dilakukan jika kebijakan ingin efektif, tetapi juga harus 

tahu memiliki bagaimana melaksanakannya agar tidak terjadi kecurigaan. 

4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi memengaruhi implementasi 

kebijakan. Adanya prosedur operasi yang sesuai atau mengikuti standar 

(standar operating procedures atau SOP), adalah komponen struktur yang 



 

35 
Universitas Kristen Indonesia 

   

penting dari setiap organisasi. Dalam hal ini, dengan adanya proses SOP 

dapat membantu implementor bertindak. 

Komunikasi proses transformasi kebijakan kepada pelaku kebijakan (policy 

implementors) dan kelompok sasaran, LSM yang berkonsentrasi pada suatu 

kebijakan. Sumber daya apa dan seberapa yang diperlukan juga semakin mudah 

ditentukan dengan adanya komunikasi ini. Sumber daya manusia, informasi, 

wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Selain itu, 

dengan adanya struktur birokrasi memungkinkan untuk menentukan keberhasilan 

pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur birokrasi telah disebukan sebelumnya 

bahwa mencakup pembagian kewenangan dan hubungan intra dan ekstra sebuah 

organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi juga 

dapat memengaruhi bagaimana disposisi para pelaku kebijakan, semakin tidak 

bersatu struktur, semakin banyak konflik yang terjadi antara sesama pelaku 

kebijakan.  

Berdasarkan uraian tersebut, semakin jelas bahwa faktor-faktor seperti 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, ke 

empat keempat faktor tersebut harus dilakukan dan diberikan secara konsisten 

dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, jika pelaksanaan kebijakan publik ingin 

berhasil. 

 

1.8  Alur Pemikiran 

Bagan alur pemikiran akan menunjukkan bagaimana alur pemikiran peneliti. 

Peneliti mengawali dengan melihat proses pengawasan Kementerian Keuangan 
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dalam mengawasi pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, 

adanya pengawasan yang efektif tentu saja harus adanya Good Governance di 

dalam pengawasan tersebut.  

Good Governance sangat penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan 

desa seperti keuangan desa yang harus transparan dan akuntabilitas. Dana desa 

sebagaimana dalam prinsip Good Governance menjadi tolak ukur penting dalam 

suatu keberhasilan pembangunan desa. Pengawasan dan Good Governance 

menjelaskan keterlibatan teori tersebut sangat mempengaruhi efektivitas dan 

efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berbasis aplikasi. 

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dalam pengawasan pengelolaan dan 

pelaporan keuangan menyediakan aplikasi SIKD untuk melihat sejauh mana 

pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Sehingga 

hasilnya akan ditemukan bentuk efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan 

aplikasi di daerah. 
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Gambar 1.2 Bagan Alur Pemikiran 

 

Dalam penelitian ini, desentralisasi menjadi salah satu kebijakan strategis yang 

diterapkan oleh pemerintah dalam rangka memperkuat otonomi daerah. Dalam 

konteks ini, terdapat pilar utama yang menjadi landasan implementasinya, yaitu 

dekonsentrasi, kewenangan, dan keuangan. Dalam hal ini, melalui UU Nomor 3 

Tahun 2024, pemerintah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk 

mengatur serta mengurus urusan pemerintah sendiri, termasuk dalam hal 

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memberikan peluang kepada pemerintah 
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daerah untuk mandiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. 

Namun, muncul tantangan baru dalam bentuk penyimpangan pengelolaan 

keuangan daerah, terutama terkait dengan dana desa. Berbagai bentuk 

penyimpangan yang sering terjadi meliputi korupsi, penyimpangan keuangan, 

pemalsuan laporang keuangan, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, 

menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem pengawasan dan 

akuntabilitas keuangan pada tingkat daerah. 

Dalam hal ini, untuk menjawab tantangan tersebut, prinsip Good Governance 

menjadi sangat penting untuk diterapkan. Good Governance menekankan pada 

nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepatuhan terhadap 

hukum, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta 

visi strategis. Penerapan dalam prinsip-prinsip ini diharapkan mampu memperbaiki 

kualitas implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Maka dari ini dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap keuangan 

daerah, Kementerian Keuangan mengambil peran strategis dengan memanfaatkan 

teknologi informasi melalu penerapan SIKD Teman Desa. Penerapan SIKD 

diarapkan mampu memberikan dampak meningkatkan efektivitas pengawasan 

yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sehingga proses monitoring dan 

evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih cepat.  

Dengan demikian, penerapan SIKD Teman Desa menjadi instrumen yang 

penting dalam mewujudkan kelolan keuangan daerah yang lebih baik, sekaligus 

sebagai upaya meminimalisir risiko penyimpangan daerah di era desentralisasi. 
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1.9  Metode Penelitian 

1.9.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. 

Moleong menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami 

fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dalam bentuk kata dan 

bahasa. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses daripada hasil yang 

dihasilkan, dan data yang dikumpulkan bukan dari kuesioner tetapi dari observasi 

langsung, wawancara dan dokumen resmi (Moloeng, 2007).  

 Subjek penelitian, seperti perilaku, dan lainnya, dipahami melalui 

pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dianggap paling cocok untuk 

melakukan penelitian tentang sistem keuangan daerah, karena metode ini 

memungkinkan peneliti untuk mempelajari pengawasan Kementerian Keuangan 

terhadap pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi SIKD 

Teman Desa.  

 

1.9.2  Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif khususnya jenis penelitian 

Deskriptif. Menurut John W. Creswell dalam buku Qualitative Inquiry and 

Research Design: Choosing Among Five Tradition, jenis penelitian deskriptif 

bertujuan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh suatu fenomena, peristiwa atau 

kasus tertentu dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta 
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melibatkan berbagai sumber informasi dan peristiwa tertentu sehingga penelitian 

tersebut dapat mencapai hasil yang lebih baik (Creswell, 1998). 

Jenis penelitian Deskriptif sebagai metode yang paling tepat dalam meneliti 

topik pengawasan Kementerian Keuangan dalam situasi yang nyata. Jenis 

penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendalami secara mendalam kasus-

kasus spesifik pengawasan dalam pelaporan keuangan desa melalui aplikasi SIKD, 

memperoleh pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, serta 

menyajikan temuan yang relevan untuk pengembangan kebijakan terkait pelaporan 

keuangan daerah berbasis aplikasi. 

 

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data memudahkan peneliti mendapatkan sebuah 

jawaban atau data selama penelitian. Dalam teknik pengumpulan data merupakan 

hal yang sangat penting dalam proses penelitian, karena menggunakan teknin 

pengumpulan data akan mempermudah peneliti mendapatkan sebuah jawaban atau 

data yang dibutuhkan selama melakukan penelitian. Adapun jenis dan sumber daya 

yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu, mengikuti 

kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu 

dari objek penelitian itu sendiri. Adapun data lain berupa wawancara 

dengan Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah DPMD selaku 

operator SIKD Teman Desa, Inspektorat dan Kaur Keuangan. 
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b. Data sekunder merupakan hasil pencarian studi kepustakaan yang 

didapatkan oleh peneliti dengan melihat hasil peneliti sebelumnya atau 

dokumentasi dari Kementerian Keuangan. 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting, karena 

tujuan utama darai penelitian adalah memperoleh data. Adapun pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai sumber dan cara sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses untuk mengumpulkan informasi dengan tanya 

jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan dua orang atau lebih bertatap 

secara langsung dan melibatkan mendengarkan informasi atau keterangan 

secara menyeluruh dan mendalam (Fadhallah, 2020), yang merupakan 

kendala untuk pengawasan dalam SIKD Teman Desa. Dalam penelitian ini, 

metode wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur, 

yang berarti pertanyaan diberikan, tetapi kedalaman jawabannya berasal dari 

narasumber.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi didefinisikan sebagai sumber data yang dikumpulkan dalam 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang. Studi dokumentasi 

tambahan untuk penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif (Sugiyono, 2005). Dalam hal ini, dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data secara langsung dari tempat penelitian. Hasil 

observasi dan wawancara dilengkapi dengan foto dan data yang ditemukan 

peraturan Undang-Undangan dan peraturan Kementerian Keuangan 
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mengenai mekanisme pengawasan penggunaan anggaran melalui media 

massa, jurnal.  

 

1.9.4  Informan 

Purposive adalah metode yang menentukan karakteristik pengambilan 

sampel data paling relevan dan dapat memberikan informasi sesuai dengan harapan 

dalam mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2010). Snowball merupakan metode 

sampling dengan cara berantai dari satu responden ke responden yang lain 

(Salganik, 2007).  

Penelitian ini menggunakan teknik snowball karena peneliti merasa teknik 

snowball relevan dengan konteks penelitian ini yang membutuhkan rekomendasi 

informan ke informan lain yang paham akan permasalahan yang terjadi terhadap 

penelitian yang sedang diteliti yaitu mengenai Pengawasan Kementerian Keuangan 

Terhadap Penggunaan Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Keuangan 

Daerah Teman Desa. 

Tabel 1.3 Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1.  Rendi Armayasa Perumusan kebijakan adanya aplikasi 

sistem SIKD Teman Desa 

2. DPMD – Pemerintah Daerah 

a. Sangat Tertinggal – Mba Adelia   

Kampung Imdesika I Kec. Tanah 

Rubuh, Kab. Manokwari 

b. Mandiri - Bapak Suhada Desa 

Ciasmara Kec. Pamijahan Kab. 

Bogor 

c. Maju – Bapak Dhanny Saman 

Desa Narimbang Mulya, Kec. 

Rangkasbitung, Kab. Lebak 

User dalam pelaporan keuangan desa 

berbasis aplikasi SIKD Teman Desa 
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3.  Ali Setiawan Kaur Keuangan Desa Narimbang Mulya 

Rangkasbitung 

4. Inspektorat Daerah 

a. Maju – Bapak Rusito Desa 

Narimbang Mulia, Kec. 

Rangkasbitung, Kab. Lebak 

Mempunyai kewenangan dalam 

pengawasan keuangan daerah 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025 

1.9.5  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data 

penelitian. Dalam hal ini, instrumen penelitian dapat memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan data yang valid. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

instrumen dengan wawancara dan dokumentasi. 
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Tabel 1.4 Operasional Variabel Penelitian 

Teori Dimensi Indikator  Item Narasumber 

Goood 

Governance  

Transparansi Keterbukaan 

Informasi 

1. Apakah pemerintah desa mempunyai akses 

informasi yang memadai terkait pelaporan 

keuangan di dalam SIKD Teman Desa? 

2. Sudah sejauh mana informasi disajikan secara 

terbuka? 

3. Apakah masyarakat desa merasa bahwa informasi 

yang disediakan sudah lengkap dan jelas? 

4. Apakah Kementerian keuangan memastikan 

bahwa informasi melalui SIKD Teman Desa dapat 

diakses oleh semua masyarakat? 

5. Bagaimana Kementerian Keuangan menangani 

masalah atau pertanyaan dari masyarakat terkait 

penggunaan dana desa yang jelas atau tidak 

transparan? 

6. Apakah fitur-fitur yang di dalam SIKD Teman 

Desa mendukung transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengawasan? 

1. Pemerintah 

Daerah 

2. Kementerian 

Keuangan  

Aksesbilitas data 1. Apakah tampilan dan penyajian data dalam 

aplikasi memudahkan bagi pengguna awam? 

2. Seberapa mudah untuk mengakses data keuangan 

desa melalui SIKD Teman Desa? 

3. Apakah SIKD Teman Desa mempermudah akses 

data keuangan desa bagi publik? 

4. Apakah aplikasi ini sangat membantu informasi 

keuangan yang dapat diakses kapan saja dan di 

mana saja oleh pihak berkepentingan? 

1. Pemerintah 

Daerah 

2. Kementerian 

Keuangan 
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5. Apakah terdapat hambatan dalam mengakses 

informasi keuangan? 

Pelaporan yang 

Rutin 

1. Seberapa sering Kementerian Keuangan 

menyediakan laporan dana desa melalui SIKD 

Teman Desa? 

2. Apakah laporan disajikan secara rutin dalam 

aplikasi ini cukup detail dan informatif? 

3. Apakah terdapat kendala dalam menjamin 

keteraturan pelaporan melalui aplikasi? 

4. Bagaimana pengawasan dalam berbasis aplikasi 

tersebut bisa mengurangi kecurigaan atau 

ketidakpercayaan terhadap masyarakat? 

5. Apabila terjadi ketidaksesuaian apa yang 

dilakukan Kementerian Keuangan? 

6. Apa yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk 

memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan 

tidak ada kesalahan? 

1. Kementerian 

Keuangan 

Partisipasi publik 1. Sejauh mana SIKD Teman Desa memudahkan 

pemerintah desa ikut berpartisipasi? 

2. Apakah terdapat hambatan yang dihadapi oleh 

pemerintah desa dalam berpartisipasi 

menggunakan aplikasi ini? 

3. Seberapa efektif Kementerian Keuangan mengajak 

pemerintah desa untuk aktif menggunakan SIKD 

Teman Desa? 

4. Lalu cara apa yang dilakukan Kementerian 

Keuangan untuk meningkatkan partisipasi 

1. Kementerian 

Keuangan 
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pemerintah desa melalui aplikasi ini agar lebih 

efektif? 

Sosialisasi dan 

edukasi 

  

 

1. Bagaimana Kementerian Keuangan melakukan 

sosialisasi terkait SIKD Teman Desa? 

2. Apakah cukup pelatihan atau bimbingan aplikasi 

SIKD Teman Desa untuk meningkatkan 

pemahaman pemerintah desa? 

3. Dalam pelatihan yang sediakan apakah efektif 

untuk membantu pemerintah desa  dalam 

memahami informasi keuangan? 

4. Lalu apa yang dilakukan Kementerian Keuangan 

untuk dapat meningkatkan sosialisasi agar lebih 

optimal? 

1. Kementerian 

Keuangan 

2. Pemerintah 

Daerah 

Akuntabilitas Keterlibatan 

laporan 

Pertanggung 

jawaban 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana desa di tingkat kementerian, 

pemerintahan daerah dan pemerintah desa? 

(mengacu pada undang-undang, peraturan 

pemerintah dsb) 

2. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut hal 

prioritas apa yang harus dilakukan? 

3. Sudah sejauh mana laporan pertanggungjawaban 

yang tersedia di aplikasi tersebut dapat dipahami 

oleh pemerintah desa? 

4. Apakah terdapat proses verifikasi dan validasi 

laporan pertanggungjawaban untuk memastikan 

keakuratan data? 

5. Siapakah yang terlibat dalam laporan 

pertanggungjawaban? 

1. Pemerintah 

Daerah 

2. Kementerian 

Keuangan 
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6. Apabila ditemukan kecurangan dalam laporan 

pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan? 

7. Dalam laporan pertanggungjawaban apakah 

terdapat penetapan batas waktu? 

8. Apakah ditemukan kendala dalam pelaksanaan 

pertanggung jawaban dalam SIKD Teman Desa ? 

Evaluasi kinerja 2. Apakah aplikasi SIKD Teman Desa mendukung 

proses evaluasi kinerja untuk menjaga 

akuntabilitas? 

3. Seberapa efektifkah evaluasi kinerja dilakukan 

melalui aplikasi ini? 

4. Apakah hasil evaluasi kinerja yang diperoleh 

SIKD Teman Desa dapat memperbaiki 

pengelolaan dana desa? 

5. Lalu terdapat tantangan yang dihadapi dalam 

melakukan evaluasi melalui SIKD Teman Desa? 

1. Kementerian 

keuangan 

Sistem pengaduan 1. Apakah telah tersedia ruang pengaduan bagi 

pengguna sistem SIKD Teman Desa dalam 

memperbaiki hambatan sistem? 

2. Dalam aplikasi tersebut apakah sistem pengaduan 

ini sangat efektif dalam mengawasi penggunaan 

dana desa? 

3. Bagaimana mekanisme sistem pengaduan 

dilakukan? 

1. Kementerian 

keuangan 

2. Pemerintah 

Desa 
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Tindak Lanjut atas 

Pengawasan 

1. Apabila ditemukan kecurangan dalam SIKD 

Teman Desa apa yang tindak lanjut selanjutnya 

yang dilakukan Kementerian Keuangan? 

2. Peran siapakah yang penting dalam proses 

pengawasan? 

3. Apakah Kementerian Keuangan juga melakukan 

pengawasan secara langsung dengan cara apa? 

1. Pemerintah 

Daerah 

2. Kementerian   

Keuangan 

3. Inpektorat 

Keuangan 

Teori Implikasi Kebijakan 

Publik George C. Edward III 

Komunikasi 1. Apakah penyampaian informasi mengenai SIKD 

Teman Desa sangat jelas ke seluruh desa? 

2. Melalui media atau mekanisme apa saja 

komunikasi dilakukan? 

3. Apakah dalam komunikasi sudah efektif antar 

instansi dalam implementasi SIKD? 

4. Apakah terdapat penanggung jawab atau PIC 

dalam tiap desa, apabila ada kendala? 

5. Apakah terjadi kesulitan komunikasi antara pusat, 

daerah, dan desa? 

1.  Kementerian 

Keuangan 

2. Pemerintah 

Daerah 

3. Inspektorat 

daerah 

Sumber daya 1. Apakah sumber daya seperti SDM aparatur desa, 

infrastruktur, serta pelatihan sudah mencukupi  

untuk mendukung SIKD Teman Desa? 

2. Apakah terdapat kendala mengenai SDM yang 

dihadapi? 

3. Apakah ada dukungan anggaran khusus dari 

pemerintah daerah untuk pengelolaan dan 

pengembangan SIKD? 

4. Bagaimana terjadi kendala teknis dalam 

penggunaan sistem, apakah tersedia bantuan teknis 

atau pendukung? 

1. Pemerintah 

Daerah 

2. Kementerian 

Keuangan 
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5. Bagaimana evaluasi inspektorat terhadap 

kecukupan sumber daya desa dalam menggunakan 

SIKD? 

 

Disposisi 1. Bagaimana sikap atau respons aparatur desa 

terhadap kebijakan implementasi SIKD Teman 

Desa? 

2. Apakah terdapat komitmen dari desa untuk 

menggunakan SIKD secara konsisten? 

3. Bagaimana respons awal daerah terhadap 

implementasi kebijakan ini? 

4. Kementerian 

Keuangan 

5. Pemerintah 

Daerah 

Struktur Organisasi 1. Apakah terdapat SOP atau petunjuk teknis 

penggunaan SIKD di desa? 

2. Apakah setiap desa memiliki operator khusus 

untuk SIKD? 

3. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam pengawasan SIKD? 

4. Bagaimana inspektorat bertanggung jawab untuk 

menjamin pelaksanaan dan pelaporan SIKD di 

tingkat desa? 

5. Apakah ada jalur yang jelas untuk koordinasi 

antara pemerintah daerah dan Kementerian 

Keuangan dalam pengelolaan data? 

6. Apakah pengawasan dari Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan sudah berjalan efektif? 

1. Kementerian 

Keuangan 

2. Inspektorat 

daerah 

3. Pemerintah 

Daerah 
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1.9.6  Teknis Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penelitian yang dilakukan setelah semua data 

yang dibutuhkan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh 

secara lengkap. Dalam hal ini, alat analisis data tidak dapat diabaikan begitu saja 

dalam proses penelitian (Muhson, 2006). Menurut Miles dan Huberman analisis 

data dibagi dalam tiga tahapan (Miles, 1994): 

1. Reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memfokuskan hal yang penting 

dan polanya. Tahap reduksi data terkait dengan proses pengumpulan data, 

karena data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan memudahkan peneliti. 

Dalam hal ini, reduksi data ini, peneliti melakukan beberapa langkah, yaitu 

seleksi data, meringkas data, dan menggolongkan data. Setelah diseleksi dan 

ringkas data, maka peneliti menggolongkan hasil temuan yang dipilih. 

2. Penyajian data. Penyajian data suatu informasi yang tersusun dalam 

penarikan dan pengambilan tindakan. Data disajikan dalam penelitian 

kualitatif, dalam bentuk bagan, flowchart dan format lainnya. Pada tahap ini 

penulis menyajikan data bersifat naratif dengan menggunakan kalimat. 

Dalam hal ini, menyajikan data dalam bentuk narasi memudahkan peneliti 

untuk memahami apa yang terjadi. 

3. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dalam 

mendukung penelitian. Peneliti berusaha mencari makna dan arti, keteraturan, 

serta alur sebab dan akibat dari hasil temuan penelitian yang dinarasikan, 

sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.  
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1.10     Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan. Membahas belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, ini juga mencakup 

tinjauan literatur, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika 

penulisan.  

Bab II  Gambaran Objek Penelitian. Pada bab peneliti membahas gambaran umum 

dari objek penelitian, memberikan pemahaman menyeluruh tentang konteks 

dan karakteristik utama yang menjadi fokus studi.  

Bab III  Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Keuangan Daerah Teman Desa 

Dalam Meningkatkan Pengawasan Kementerian Keuangan. Pada bab ini 

menjelaskan implementasi kebijakan sistem informasi SIKD Teman desa 

dalam meningkatkan pengawasan Kementerian Keuangan. 

Bab IV Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Aplikasi Sistem 

Informasi Keuangan Daerah Teman Desa. Pada bagian ini peneliti membahas 

secara mendetail SIKD Teman Desa dalam implementasi kebijakan publik 

dengan harapan lahirlah Good Governance di tingkat desa. 

Bab V Penutup. Bagian ini merupakan hasil dari proses analisis yang dilakukan 

sebelumnya tentang pengawasan Kementerian Keuangan terhadap 

penggunaan Dana Desa berbasis aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 

Teman Desa.  

  


